
 

     
 

 
 

      
 

 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 50 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN  

NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU  

DI KABUPATEN KEBUMEN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan 

mengenai besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial 

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang 

Mampu di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah 

Peraturan Bupati Kebumen  Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan 

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten 

Kebumen; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2022 tentang  

Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan 

Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);                                                                                                             

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 

SALINAN 



 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6914); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

   9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 170); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 219); 

    

    
MEMUTUSKAN: 

    

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN 
PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI 

KABUPATEN KEBUMEN. 
     
     

  Pasal I 
     

  Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kebumen 
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial 

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di 
Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2022 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
  

  

 



 

 

  Pasal 4 
   

  (1) Belanja Bantuan Sosial P2MKM diberikan dalam 
bentuk uang yang digunakan untuk pembangunan 

dalam rangka peningkatan kualitas rumah kepada 
masyarakat kurang mampu. 

  (2) Belanja Bantuan Sosial P2MKM bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kebumen. 

  (3) Besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial P2MKM 
adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 

penerima bantuan dengan rincian sebagai berikut:  
a. Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu 

rupiah) untuk material; dan 
b. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

untuk upah tukang. 

 
  Pasal II 

 
  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
   

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kebumen. 

    

   

 Ditetapkan di Kebumen 

 pada tanggal 22 September 2025   

  

 BUPATI KEBUMEN, 

 
 ttd. 

 
 LILIS NURYANI 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 22 September 2025   

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN, 
 

ttd. 
 

EDI RIANTO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 51 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH  KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

Drs. AGUS SUSANTO, M. Si 
Pembina Tk. I 

NIP. 19730815 199311 1 001 


